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Bab IV merupakan bab PENUTUP dari skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan

saran. 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Keabsahan

Keabsahan  merupakan  merupakan  terjemahan  dari  istilah  hukum  Belanda

“rechtmatig” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”.

Dalam bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “legality” yang mempunyai

arti  “lawfullnes” atau  sesuai  dengan hukum.19 atau  sesuai  dengan hukum. Konsep

tersebut  bermula  dari  lahirnya  konsepsi  negara  hukum  (rechtsstaat  ) yang  mana

tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur

“recht  matig  van  het  bestuur”,  yang  berintikan  pada  adanya  penerapan  prinsip

legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.  Artinya bahwa konsep tersebut

19 Purbopranoto, Kuntjoro, Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1981, h. 48-
49.
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lahir  sebagai  upaya untuk membatasi  kekuasaan Raja  yang pada  waktu  itu  sangat

absolut sebagai pemegang kedaulatan  (princep legibus solutus est). Pada waktu itu,

terkenal  adegium king can  do not  wrong.  Untuk itu,  hukum lahir  sebagai  batasan

kekuasaan, sehingga apabila tindakan pemerintah tidak didasarkan pada hukum atau

melebihi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  oleh  hukum,  maka  tindakan  pemerintah

menjadi cacat hukum (onrechtmatig) atau tidak absah. Dengan demikian, maka prinsip

keabsahan/legalitas ini sangat erat kaitannya dengan tujuan untuk melindungi hak-hak

rakyat dari tindakan pemerintah.20

2.2 Pengertian Becak Motor 

Becak  (dari  bahasa  Hokkien:  be  chia “kereta  kuda”)  adalah  suatu  moda

transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia.

Kapasitas  normal becak  adalah  dua  orang  penumpang  dan seorang  pengemudi.

Menjadi pengemudi becak merupakan salah satu cara untuk mendapatkan nafkah yang

mudah, sehingga jumlah pengemudi becak di daerah yang angka penganggurannya

tinggi dapat menjadi sangat tinggi, dan akan menimbulkan berbagai keruwetan lalu

lintas. Dilihat dari tenaga penggeraknya, becak dapat dibedakan atas:

1. Becak  kayuh  yaitu  becak  yang  menggunakan  sepeda,  dengan  tenaga
penggerak manusia, sebagai kemudi.

2. Becak bermotor atau becak mesin yaitu becak yang menggunakan sepeda
motor sebagai penggerak.

Sementara  dari  bentuknya,  di  Indonesia  ada  dua  jenis  becak  yang  lazim

digunakan:

1. Becak dengan pengemudi berada di  belakang.  Jenis  ini  biasanya ada di
Jawa dan Sulawesi.

2. Becak dengan pengemudi berada di samping. Jenis ini biasanya ditemukan
di Sumatra.21

Becak motor merupakan modifikasi becak kayuh roda tiga yang menggunakan

tenaga manusia sebagai penggeraknya yang diubah dengan mesin. Kapasitas normal

becak adalah dua orang penumpang dan seorang pengemudi.  Proses modifikasi  ini

tentu  saja  tidak  melalui  proses  perencanaan  transportasi  yang  bertujuan  untuk

20 Sofyan Hadi, Tomy Michael, Prinsip Keabsahan (Rechmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha 
Negara, Jurnal Cita Hukum, 2017, vol.5, no. 2
21 https://id.wikipedia.org/wiki/Becak, diakses pada 21 Maret 2019, pukul 17.59 WIB.
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mengembangkan alat angkutan secara efektif dan efisien sehingga kualitasnya jauh

dari kata layak bahkan dapat membahayakan pengendara, penumpang dan pegendara

lain.  Memodifikasi  kendaraan  roda  dua  (sepeda  motor)  menjadi  roda  tiga  (becak

motor), merupakan merubah jenis atau tipe kendaraan yang tidak didaftarkan tentunya

hal tersebut merupakan suatu pelanggaran aturan lalu lintas karena moodifikasi  ini

belum tentu sesuai dengan standard layak jalan.

Semua kendaraan modifikasi  haruslah  memalui  uji  tipe  berkala.  Kendaraan

modifikasi yang telah memalui uji tipe yang dalam keadaan lengkap dan lulus akan

diberikan  sertifikat  lulus  uji  tipe.  Penanggung  jawab  pembuatan,  perakitan,

pengimporan landasan kendaraan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap, rumah-

rumah, bak muatan, kereta gandengan dan kereta tempellan, serta kendaraan bermotor

yang dimodifikasi harus meregistrasikan tipe produksinya sebgaimana diatur dalam

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

2.3 Pengaturan Tentang Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan

Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang

kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini

adalah kelanjutan dari UndangUndang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang

signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan

74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.

Jika kita melihat Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan untuk mencapai

tujuan pembangunan nasional  sebagai  pengamalan  Pancasila,  transportasi  memiliki

posisi  yang  penting  dan  strategis  dalam  pembangunan  bangsa  yang  berwawasan

lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan

wilayah.  Transportasi  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  dan  strategis  dalam

memperlancar  roda  perekonomian,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  serta

mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.
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Berbeda  dengan  Undang-undang  sebelumnya,  Undang-Undang  Nomor  22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini melihat bahwa lalu lintas dan

angkutan  jalan  mempunyai  peran  strategis  dalam  mendukung  pembangunan  dan

integrasi  nasional  sebagai  bagian  dari  upaya  memajukan  kesejahteraan  umum.

Selanjutnya di dalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh

Undang-Undang ini adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang aman, selamat,  tertib,  lancar,  dan terpadu dengan modal angkutan lain untuk

mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh

persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta  mampu  menjunjung  tinggi  martabat  bangsa,

terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan  budaya  bangsa,  dan  terwujudnya  penegakan

hukum  dan  kepastian  hukum  bagi  masyarakat.  Undang-undang  ini  berlaku  untuk

membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat,

tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di

Jalan,  kegiatan yang menggunakan sarana,  prasarana,  dan fasilitas pendukung Lalu

Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  dan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  registrasi  dan

identifikasi  Kendaraan  Bermotor  dan  Pengemudi,  pendidikan  berlalu  lintas,

Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas,  serta  penegakan  hukum  Lalu  Lintas  dan

Angkutan Jalan.

2.4 Pengertian Pengangkutan

Menurut  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan

Angkutan Jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat

ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas. Kendaraan adalah

suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak

bermotor. Penguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan

jasa  perusahaan  angkutan  umum.  Sedangkan  angkutan  jalan  kendaraan  bermotor

adalah  moba pengangkutan  menggunakan kendaraan bermotor  sebagai  fasilitasnya

dan bergerak dibidang jalan raya.22

Pengertian  pengangkutan  menurut  Abdul  Kadir  Muhammad  yaitu, proses

kegiatan memuat barang atau penumpang ke dalama alat pengangkutan, membawa

22 Rusian Kamaluddin, Ekonomi Transportasi:Karakteristik Teori dan Kebijakan, Ghalia Indonesia, 2003, h. 
18.
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barang  atau  penumpang  dari  tempat  pemuatan  ketempat  tujuan  dan  menurunkan

barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan.23

Pengertian pengangkutan menurut Sinta Uli yaitu suatu kegiatan perpindahan tempat,

baik mengenai benda-benda maupun orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan

untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien.24

Sedangkan pengertian pengangkutan menurut Purwosucipto yaitu,  perjanjian

timbal balik antara pengangkutan dan pengiriman dimana pengangkutan mengikatkan

diri  untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang di  suatu tempat  ke

tempat tujuan tertentu dengan selamat. Sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk

membayar uang angkutan.25

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan.

Menurut  Abdul  Kadir  Muhammad  dalam  definisi  pengangkutan  aspek-aspeknya

meliputi :26

1. Pelaku  yaitu  orang  yang  melakukan  pengangkutan  berupa  badan  usaha
seperti perusahaan pengangkutan.

2. Alat  pengangkutan  yaitu  alat  yang  digunakan  untuk  menyelenggarakan
pengangkutan seperti kendaraan bermotor, kapal laut dan lain-lain.

3. Barang  yaitu  muatan  yang  diangkut.  Barang  perdagangan  yang  sah
menurut Undang-undang.

4. Perbuatan yaitu kegiatan pengangkutan barang atau orang sejak pemuatan
sampai penurunan ditempat tujuan.

5. Fungsi pegangkutan meningkatkan kegunaan dan nilai barang .
6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai ditempat tujuan yang ditentukan dengan

selamat.

Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa,  pengangkutan  merupakan  rangkaian

kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari suatu tempat pemuatan (embarkasi)

ke  tempat  tujuan  (debarkasi)  sebagai  tempat  penurunan  penumpang  atau

pembongkaran  barang  muatan.27 Rangkaian  peristiwa  pemindahan  itu  meliputi

kegiatan :

1. Memuat penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut
2. Membawa penumpang atau barang ke tempat tujuan
3. Menurunkan penumpang atau membongkar barang di tempat tujuan.

23 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 
1991, h. 19.
24 Sinta Uli, Pengangkutan: Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan
Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006, h. 20.

25 Purwosutjipto H.M.N, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, 1994, h. 2.
26 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, h.19-20.
27 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., h. 42-43.
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Pengangkutan yang meliputi tiga kegiatan ini merupakan suatu kesatuan proses

yang  disebut  pengangkutan  dalam arti  luas.  Pengangkutan  juga  dapat  dirumuskan

dalam  arti  sempit.  Dikatakan  dalam  arti  sempit  karena  hanya  meliputi  kegiatan

membawa penumpang atau barang dari stasiun, terminal, pelabuhan, bandara tempat

pemberangkatan  ke  stasiun/terminal/pelabuhan/bandara  tujuan.  Untuk  menentukan

pengangkutan  itu  dalam  arti  luas  atau  arti  sempit  bergantung  pada  perjanjian

pengangkutan yang dibuat oleh para pihak-pihak, bahkan kebiasaan masyarakat. Pada

pengangkutan dengan kereta api,  tempat pemuatan dan penurunan penumpang atau

pembongkaran barang disebut stasiun. Pada pengangkutan dengan kendaraan umum

disebut  terminal,  pada  pengangkutan  dengan  kapal  disebut  pelabuhan,  dan  pada

pengangkutan dengan pesawat udara sipil disebut dengan bandara. Dengan demikian,

proses yang digambarkan dalam konsep pengangkutan berawal dari stasiun, terminal,

pelabuhan,  bandara  pemberangkatan  dan  berakhir  di  stasiun,  terminal,  pelabuhan,

bandara tujuan, kecuali apabila ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

Konsep  pengangkutan  menurut  Abdulkadir  Muhammad  meliputi  3  aspek,

yaitu:28

1. Pengangkutan sebagai usaha (business)
Pengangkutan sebagai usaha (business)  adalah kegiatan usaha di  bidangjasa

pengangkutan yang menggunakan alat  pengangkut mekanik.  Kegiatan usaha

tersebut  selalu berbentuk perusahaan perseorangan,  persekutuan,  atau badan

hukum. Karena menjalankan perusahaan, usaha jasa pengangkutan bertujuan

memperoleh keuntungan dan/atau laba. Perusahaan bidang jasa pengangkutan

lazim disebut perusahaan pengangkutan.
2. Pengangkutan sebagai perjanjian (agreement)

Pengangkutan  sebagai  perjanjian  selalu  didahului  oleh  kesepakatan  antara

pihak pengangkut dan pihak penumpang/pengirim. Kesepakatan tersebut pada

dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim.

Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak di

tempat pemberangkatan hingga sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati

dengan selamat.  Sebagai imbalan,  pengangkut berhak memperoleh sejumlah

uang jasa  atau  uang  sewa  yang  disebut  biaya  pengangkutan.  Sedangkan

28 Ibid., h. 1-2.
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kewajiban penumpangatau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai

biaya pengangkutan dan memperoleh hakatas pengangkutan sampai di tempat

tujuan dengan selamat.
3. Pengangkutan sebagai proses penerapan (applying process)

Pengangkutan  sebagai  proses  terdiri  atas  serangkaian  perbuatan  mulai  dari

pemuatan  ke  dalam  alat  pengangkut,  kemudian  dibawa  oleh  pengangkut

menuju ke  tempat  tujuan  yang  telah  ditentukan,  dan  pembongkaran  atau

penurunan di tempat  tujuan.Pengangkutan sebagai  proses  merupakan sistem

yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu:
a. Subjek pelaku pengangkutan

Yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan
dengan pengangkutan. 

b. Status pelaku pengangkutan
Khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan,
persekutuan,badan hukum.

c. Objek pengangkutan
Yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen
pengangkutan.

d. Peristiwa pengangkutan
Yaitu  proses  terjadi  pengangkutan  dan  penyelenggaraan  pengangkutan
serta
berakhir di tempat tujuan.

e. Hubungan pengangkutan
Yaitu  hubungan  kewajiban  dan  hak  antara  pihak-pihak  dalam
pengangkutan
dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan.

f. Tujuan pengangkutan
Yaitu tiba dengan selamat  di  tempat  tujuan dan peningkatan nilai  guna,
baik
barang dagangan maupun tenaga kerja.

2.5 Jenis - Jenis Angkutan

Pengangkutan  melingkupi  pengangkutan  darat  dengan  kereta  api,

pengangkutan darat  dengan kendaraan umum, pengangkutan perairan dengan kapal,

pengangkutan udara dengan pesawat udara.29 

1. Pengangkutan darat dengan kereta api
Pengangkutan dengan kereta api diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2007 tentang Perkeretapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65). Kereta api

adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun

29 Ibid., h. 1-11.
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dirangkaikan dengan sarana  perkeretaapian  lainnya,  yang akan ataupun  sedang

bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api (Pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).
Badan usaha  penyelenggara  sarana  perkeretaapian  yang sudah ada  hingga  kini

adalah Badan Usaha Milik Negara, yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero (Pasal

25-32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007).
2. Pengangkutan darat dengan kendaraan umum

Pengaturan pengangkutan darat dengan kendaraan umum diatur dalam Undang-

Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan

(Lembaran Negara Tahun2009 Nomor 96) yang mulai berlaku sejak diundangkan

pada  saat  tanggal  22  Juni  2009.  Menurut  ketentuan  undang-undang  tersebut,

kendaraan  bermotor  adalah  setiap  kendaraan  bermotor  yang  digerakkan  oleh

peralatan  mekanik  berupa  mesin  selain  kendaraan  yang  berjalan  di  atas  rel.

Kendaraan  bermotor  umum  adalahsetiap  kendaraan  yang  digunakan

untukpengangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran Pasal 1angka

8 dan 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. 
Jadi, pengangkut pada pengangkutan jalan adalah perusahaan pengangkutan umum

yang  mendapat  izin  operasi  dari  pemerintah  menggunakan  kendaraan  umum

dengan  memungut  bayaran.  Pada  Pasal  140  Undang-undang  Nomor  22  Tahun

2009, Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri atas :
1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Jenis  pelayanan  angkutan  orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum  dalam

trayek pada Pasal 142 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas :

a. angkutan lintas batas negara;
b. angkutan antarkota antarprovinsi;
c. angkutan antarkota dalam provinsi;
d. angkutan perkotaan; atau
e. angkutan perdesaan.
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Kriteria pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam

trayek pada Pasal 143 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, harus :

a. memiliki rute tetap dan teratur;
b. terjadwal,  berawal,  berakhir,  dan  menaikkan  atau  menurunkan

penumpang  di  Terminal  untuk  angkutan  antarkota  dan  lintas  batas
negara; dan

c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan
untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.

2. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Jenis  pelayanan  angkutan  orang  dengan  kendaraan  bermotor  umum  tidak

dalam trayek pada Pasal 151 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, terdiri

atas :

a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
Pada Pasal 152 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan orang
dengan  menggunakan  taksi  harus  dipergunakan  untuk  pelayanan
angkutan  dari  pintu  ke pintu  dengan wilayah operasi  dalam kawasan
perkotaan.

 
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;

pada Pasal 153 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan orang
dengan  tujuan  tertentu  dilarang  menaikan  dan/atau  menurunkan
penumpang  di  sepanjang  perjalanan  untuk  keperluan  lain  di  luar
pelayanan angkutan orang dalam trayek.

c.    angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
pada Pasal  Ayat  (1)  154 Undang-undang Nomor 22 Tahun,  angkutan
orang  untuk  keperluan  pariwisata  harus  digunakan  untuk  pelayanan
angkutan wisata.
pada Pasal Ayat (2) 154 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  angkutan  orang  untuk  keperluan
pariwisata  tidak  diperbolehkan  menggunakan  kendaraan  bermotor
umum dalam trayek, kecuali  di  daerah yang belum tersedia angkutan
khusus untuk pariwisata.

d.  angkutan orang di kawasan tertentu.
pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, angkutan orang
di kawasan tertentu dilaksanakan pelayanan angkutan di jalan lokal dan
jalan lingkungan.
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Apabila perusahaan pengangkutan umum berbentuk badan hukum, bentuk badan

hukum tersebut  boleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), misalnya PERUM

DAMRI untuk pengangkutan penumpang, Badan Usaha Milik Swasta (BUMS),

misalnya Kopti Jaya (Koperasi Transpor Indonesia Jakarta Raya). Jika persekutuan

bukan  badan  hukum,  boleh  berbentuk  CV,  misalnya,  CV  TitipanKilat  untuk

pengangkutan barang. Jika perusahaan perserorangan berbentuk PO, misalnya, PO

Putra Remaja/ PO Musi Jaya.
3. Pengangkutan perairan dengan kapal

Pengangkutan dengan kapal diatur denganUndang-Undang nomor 17 Tahun2008

tentang  Pelayaran.  Undang-Undang  Pelayaran  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal

diundangkan,  yaitu  tanggal  7  Mei  2008  dalam Lembaran  Negara  Tahun  2008

Nomor 64.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008,  pengangkutan

perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau

barang dengan menggunakan kapal.  Kapal adalah kendaraan air  dengan bentuk

dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi

lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis,

kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang

tidak berpindah-pindah (Pasal 1 angka 3 dan 36 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2008).
Pengangkutan perairan juga diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang

(KUHD) Indonesia, yaitu Buku II Bab V tentang Perjanjian Carter Kapal: Bab VA

tentang  Pengangkutan  Barang  dan  Bab VB tentang  Pengangkutan  Penumpang.

Peraturan undang-undang dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia

masih  dinyatakan  tetap  berlaku.  Ketentuan-ketentuan  kitab  Undang-Undang

Hukum Dagang Indonesia sifatnya sebagai lex generalis.
4. Pengangkutan udara dengan pesawat

Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dengan Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melalui Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor

1. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,

Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah

udara, pesawat udara, bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan,

keselamatan  dan  keamanan,  lingkungan  hidup,  serta  fasilitas  penunjang  dan

fasilitas  umum  lainnya.  Pengangkutan  udara  adalah  setiap  kegiatan  yang
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menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos

untuk satu persatu jalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang

lain atau beberapa bandar udara.

2.6 Izin Angkutan Umum

Dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

menyebutkan bahwa :

“Perusahaan  Angkutan  Umum  yang  menyelenggarakan  angkutan  orang  dan/atau

barang wajib memiliki:

a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau
c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat”

Selanjutnya  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang

Angkutan  Jalan  menetapkan  bahwa  Perusahaan  Angkutan  Umum  yang

menyelenggarakan  Angkutan  orang  dan/atau  barang  wajib  memiliki  izin

penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek, izin penyelenggaraan Angkutan orang

tidak  dalam  trayek  dan/atau  izin  penyelenggaraan  Angkutan  barang  khusus.

Perusahaan Angkutan Umum juga harus berbentuk badan hukum, sebagaimana diatur

dalam  Pasal  79  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2014  Tentang

Angkutan Jalan. Badan hukum yang dimaksud dapat saja berbentuk BUMN, BUMD,

PT, maupun koperasi.

Dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak

Dalam Trayek bahwa perusahaan angkutan  umum wajib  memiliki  paling sedikit  5

kendaraan atas nama perusahaan tersebut dan surat tanda bukti  lulus uji  kendaraan

bermotor,  memiliki  tempat  penyimpanan  kendaraan,  menyediakan  fasilitas

pemeliharaan  kendaraan  yang  dibuktikan  dengan  dokumen  kepemilikan  atau

perjanjian  kerja  sama  dengan  pihak  lain,  dan  mempekerjakan  pengemudi  yang

memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan. Jika telah


